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ABSTRACT	

Village	financial	management	is	an	important	concern	for	the	public	with	various	financial	sources	
received,	ranging	from	basic	original	income,	transfers	and	other	income.	The	many	sources	of	income	
owned	by	the	village	are	a	breath	of	fresh	air	that	are	prone	to	manipulation	and	corruption,	both	
politically	and	administratively,	especially	in	the	use	of	village	funds.	So	that	this	condition	needs	to	be	
prevented	and	anticipated	by	strengthening	participation	through	the	use	of	information	technology.	
The	study	population	consisted	of	197	villages	with	a	sample	of	132	using	a	stratified	random	
sampling	technique.	The	analysis	used	in	the	research	study	was	Moderating	Regression	Analysis	with	
a	mix	method.	The	results	of	the	study	showed	that	participation	was	able	to	realize	good	financial	
management	in	the	village,	and	was	strengthened	by	IT.	

Keywords:	 Good	 Financial	 Governance,	 Community	 Participation,	 Utilization	 of	 Information	
Technology	

ABSTRAK	

Pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian penting bagi publik dengan berbagai sumber 
keuangan yang diterima, mulai dari pendapatan asli dasa, transfer dan pendapatan lainnya. 
Banyaknya sumber pemasukan dimiliki desa menjadi angin segar yang rawan dimanipulasi dan 
korupsi, baik secara politik maupun administrative khususnya penggunaan dana desa. Sehingga 
kondisi ini perlu untuk dicegah dan diantisipasi dengan penguatan partisipasi melalui pemanfaatan 
teknologi informasi. Populasi penelitian sebanyak 197 desa dengan sampel sebanyak 132 melalui 
teknik stratified radom sampling.  Analisis yang digunakan pada kajian riset berupa Moderating 
Regression Analysis dengan mix method. Hasil penelitian menunjukan partisipasi mampu 
mewujudkan desa good financial governance dan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi 
inofrmasi. 

Kata	Kunci: Good Financial Governance, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi 

PENDAHULUAN	

Lahirnya Undang-Undang No 6, 2014 
tentang desa menjadi landasan 
terselenggaranya aktualisasi demokrasi 
pemerintah desa yang memberikan 
kebebasan dalam mengatur, mengurus 
dan mengawasi tata kelola 
pemerintahan. Desa sebagai bagian 
terkecil dalam sistem pemerintahan, 
namun memiliki sumber penerimaan 
yang cukup besar, mulai dari 
pendapatan asli dari desa ditambah 
dengan pendapatan transfer desa 
seperti alokasi dana desa, bagi hasil 

pajak dan retribusi daerah, hingga dana 
desa yang begitu besar jumlahnya, serta 
pendapatan lainnya bagi desa. Begitu 
banyaknya sumber pendapatan yang 
diperoleh desa, tentunya harus dikelola 
dengan baik, agar terhindar dari 
penyalahgunaan dan tindakan ilegal 
yang merugikan publik terutama dana 
desa. Desa sebagai good	 financial	
governance	 akan terlihat sejak 
dimulainya perencanaan, 
penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban (Menteri 
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Dalam Negeri Republik Indonesia, 
2018). 

Mewujudkan tata kelola keuangan 
desa yang baik, tentunya tidak mudah 
untuk dilakukan, melihat banyaknya 
permasalahan yang terjadi dalam 
pengelolaan keuangan bagi desa. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh 
BPK RI, 2022, ditemukan bahwa, pada 
aspek perencanaan dinilai belum 
didasarkan pada peta masalah dan 
sesuai dengan keperluan desa dalam 
membangun dan memberdayakan desa 
serta tidak adanya standar akuntansi 
yang dikhususkan bagi desa layaknya 
standar akuntansi pada sektor publik 
(SAP). 

Selanjutnya aspek penatausahaan 
atas pengelolaan keuangan desa juga 
masih menjadi perhatian bagi 
pemerintah yang memerlukan 
koordinasi antar Dinas Pemberdayaan 
Desa serta Pemerintah Desa. Tidak 
hanya itu, aspek pelaksanakan 
pengelolaan keuanganpun menjadi 
masalah besar yang harus diselesaikan, 
hal ini terlihat dari banyaknya tindakan 
korupsi yang dilakukan oleh desa dalam 
mengelola keuangan demi kepentingan 
pribadi, disamping lemahnya sistem 
pengawasan yang terjadi. Sesuai hasil 
pemantauan yang dilakukan Indonesia	
Corruption	 Watch (ICW) bahwasanya 
penyahgunaan melalui tindakan 
korupsi banyak terjadi atas sektor 
anggaran desa, Di tahun 2022 terdapat 
155 kasus dan 252 tersangka yang 
diantaranya sebanyak 133 kasus 
korupsi berkaitan dengan dana desa 
dan 22 kasus lainnya terkait 
penerimaan desa. Tahun 2021 tindakan 
korupsi mencapai 154 kasus dan 
tersangka 245 orang dengan kerugian 
Rp233 milyar, dan ditahun 2020 
sebanyak 129 kasus dengan 172 
tersangka (DataIndonesia.id, 2023). Hal 
ini diakibatkan lemahnya pengawasan 

bagi desa, ketidakcukupan atas evaluasi 
kesesuaian APBDes dengan skala 
prioritas dana serta tindak lanjut 
laporan hasil pengawasan. 

Begitu halnya yang terjadi pada 
kabupaten Indragiri hilir, persoalan 
terkait tata kelola keuangan desa masih 
menjadi poin besar yang harus 
diselesaikan, melihat masih terjadinya 
kasus tindakan korupsi yang dilakukan 
didesa, seperti yang terjadinya ditahun 
2022  atas tindak pidana korupsi dana 
APBD, Tahun 2022 terungkap kasus 
korupsi sebesar Rp.606 juta pada dana 
anggaran 2017, tahun 2020 sebesar 
Rp.1.925.000.000 Dana Pendapatan dan 
Penerimaan Pembiayaan di Rekening 
Kas Desa. Maraknya tindakan 
penyalahgunaan atas keuangan desa 
sebagai akibat rendahnya kualitas 
sumber daya pengelola dan masyarakat 
dalam pengelolaan keuangan desa. 

Salah satu fokus kajian utama terkait 
tata kelola keuangan desa, ialah Dana 
Desa (DD) yang diberikan oleh 
pemerintah sebagai pendapatan 
transfer bagi desa. Tujuan 
disalurkannya dana tersebut ialah 
untuk sarana membangun dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Adapun jumlah DD yang dialokasikan 
pada Kab. Indragiri Hilir, Riau: 

Tabel	1.	 (Dalam Ribuan)	Rincian DD Indragiri 
Hilir Tahun 2015-2023.	

Tahun	 Jumlah	
Desa	

Alokasi	
Dasar/Desa	

Total	

2015 198 277.325 54.910.382 
2016 198 565.640 123.119.476 
2017 198 720.442 156.535.314 
2018 197 616.345 146.756.324 
2019 197 672.421 168.394.033 
2020 197 651.999 171.913.227 
2021 197 641.574 175.723.073 
2022 197 651.999 171.913.227 
2023 197 899.602 177.221.524 
Sumber. Data olahan, 2023 

Tabel.1 diatas menunjukan betapa 
besarnya jumlah Dana Desa yang 
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dimiliki desa dan terus mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan 
sejak 2015 hingga anggaran 2023, 
namun kondisi ini bertolak belakang 
dengan pengelolaan yang terjadi, yakni 
masih maraknya tindakan 
penyalahgunaan dana oleh desa, 
sehingga kondisi ini mengharuskan 
untuk diwujudkannya tata kelola yang 
baik bagi pemerintah desa dalam 
menggunakan keuangan yang 
dimilikinya. 

Salah satu faktor yang dapat 
mewujudkan suatu pemerintahan desa 
yang good	 financial	 governance ialah 
terselenggaranya masyarakat yang 
partisipatif. Menurut (Mardiasmo, 
2018) partisipasi merupakan 
keikutsertaan seseorang/kelompak 
dalam suatu kegiatan baik secara 
langsung maupun tidak, melalui 
lembaga perwakilan sebagai penyalur 
aspirasi dalam pengambilan keputusan. 
Partisipasi masyarakat sebagai upaya 
mewujudkan tata kelola keuangan yang 
baik bagi desa dimulai dari 
perencanaan, pengambilan keputusan 
dan pengawasan serta evaluasi yang 
melibatkan berbagai pihak  
(Rakhmawati et al., 2020). Tingginya 
tingkat partisipasi yang dimiliki desa 
tentu akan memberikan kontribusi 
yang lebih baik dalam membangun desa 
menuju masyarakat yang sejahtera 
dengan keuangan desa yang terkelola. 
Kondisi ini sejalan dengan riset 
terdahulu yang dilakukan oleh (Baihaqi 
et al., 2023); (Ismail Barokah, 2020); 
(Parista, 2022), menunjukan bahwa 
partisipasi masyarakat mampu menjadi 
faktor penyebab terwujudnya 
pengelolaan keuangan yang baik bagi 
desa. 

Terselenggaranya good	 financial	
governance merupakan harapan bagi 
pemerintah atas pengelolaan 
keuangannya, adanya partisipasi 

masyarakat perlu dikuatkan untuk 
mendorong terwujudnya tata kelola 
keuangan, penguatan tersebut dapat 
dilakukan dengan tersedianya 
penggunaan teknologi informasi bagi 
desa dalam penyelenggaraan keuangan 
desa. Teknologi informasi digambarkan 
sebagai seperangkat alat baik software 
maupun hardware yang mampu 
menghimpun, mengolah, menyimpan 
dan menyebarkan informasi (Udomsilp, 
2013),   Teknologi informasi tidak 
hanya sebatas technology	 computer, 
melainkan sebagai alat komunikasi 
yang melebihi kemampuan manusia. 
Pemanfaatan teknologi informasi 
tentunya akan mendukung pemerintah 
sebagai upaya penegakan good	financial	
governance melalui penerapan jaringan 
informasi dilingkungan desa, sehingga 
mampu menjadi wadah pemberdayaan 
masyarakat yang partisipatif dalam 
pengelolaan keuangan desa, membuka 
ruang yang luas, menciptakan interaksi 
masyarakat dengan hilangnya batasan 
antar ruang dan waktu (Riyadi & 
Kurnadi, 2020). Sehingga keseriusan 
dalam pemanfaatan teknologi informasi 
sebagai bentuk penguatan agar 
masyarakat menjadi partisipatif 
terbukti dari riset sebelumnya oleh 
(Shaleh et al., 2020); (Cerrillo-i-
Martínez, 2017). 

Pentingnya penelitian ini dilakukan 
dalam bentuk kontribusi terbaru bagi 
desa atas permasalahan yang dialami, 
yakni tata kelola keuangan terkait dana 
desa sebagai sumber penerimaan desa 
guna pembangunan, pemberdayaan, 
serta menumbuhkan pemahaman 
bahwa masyarakat desa mampu 
berpartispasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dengan teknologi 
informatika. 

METODE	



IPTEKIN		
Jurnal	Kebijakan	Pembangunan	dan	Inovasi	

Vol.	6(1),	2023,	13‐22	
 

16 
 

Penelitian yang digunakan dalam 
model ini ialah mix	 method yakni 
pengamatan pada sebuah fenomena 
dengan pendekatan kuantitatif 
deskriptif dan kualitatif (Sugiyono, 
2022). Populasi dalam penelitian ini 
ialah seluruh desa yang ada di 
Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 
197. Sedangkan sampel 132 desa 
dengan teknik stratified	 random	
sampling, yakni pengambilan sampel 
secara acak berdasarkan stratifikasi 
(Indeks Desa Membangun/IDM).  

Tabel	2.	 Sampel Penelitian	

No	 IDM	 Desa	 %	 Sampel	

1 Maju 19 10 13 
2 Berkembang 76 38 51 
3 Tertinggal 102 52 68 
Jumlah	 197 100 132 

Sumber. Data olahan, 2023 

Berdasarkan tabel.2 diatas total 
sampel yang dalam penelitian ini 
sebanyak 132 desa yang meliputi desa 
maju, berkembang, dan tertinggal. 
Sementara itu responden yang 
digunakan sebagai sumber informasi 
dalam riset yang dilakukan ialah 
aparatur desa, badan permusyawaratan 
desa, dan masyarakat dimasing-masing 
desa. 

Adapun tahapan kerja penelitian 
dalam metode berikut : 
1.  Metode Kuantitatif   

Tahapan metode kuantitatif 
diterapkan dalam menganalisis 
pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi sebagai penguatan partisipasi 
masyarakat dalam mewujudkan desa 
good	 financial	 governance. Penilaian 
atas pengujian penelitian menggunakan 
Moderating	 Regression	 Analysis dengan 
persamaan Good	Financial	Governance = 
a + b1.PM + b2. PM.TI + e 

 

 
Keterangan : 
PM    : Partisipasi Masyarakat 
GFG  : Good Financial Governance 
PTI  : Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Gambar	1.	Model Riset	

2. Metode Kualitatif 
Peneliti melakukan wawancara 

kepada beberapa desa yang dijadikan 
sebagai subjek penelitian yang 
melibatkan aparatur desa dan badan 
permusyawaratan desa, serta 
masyarakat atas pemanfaatan teknologi 
informasi sebagai bentuk penguatan 
pasrtisipasi atas terwujudnya desa good	
financial	 governance. Metode analisis 
digambarkan sebagai berikut : 

 

 
Keterangan : 
DC. Data Collection 
DR. Data Reduction 
DD. Data Display 
CD. Conclusions Drawing 

Gambar	2.	Interactive Model	

a. Data	Reduction	
Proses merancang, menentukan hal 

dasar, fokus, memilih tema dan metode 
yang sesuai, serta melakukan eliminasi 
hal yang tidak perlu dalam upaya 
menyusun ringkasan inti, proses, dan 
pernyataan yang perlu dipertahankan 
(abstraksi). 

b. Data	Display 
Menyajikan informasi yang terukur 

dan sistematis dalam memberi 
kemungkinan penarikan kesimpulan. 

PM GFG 

PTI 

DC DD 

DR 

CD 
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Data yang diperoleh dalam proses 
penelitian kualitatif bersifat naratif, 
sehingga memerlukan penyederhanaan 
tanpa mengurangi isinya. 

c. Conclusions	:	Drawing/Verifying 
Pengumpulan data penelitian, 

koneksi, kesamaan, dan perbedaan 
sebagai alat yang digunakan dalam riset 
untuk menemukan data yang berarti. 
Penjelajahan dan analisis data 
penelitian dilakukan dengan 
membandingkan ide-ide dasar dan 
implikasi yang terkandung didalamnya. 

Pengukuran secara kualitatif dan 
kuantitatif atas variabel penelitian yang 
digunakan sesuai dengan fokus dan 
indikator masing-masing analisis yang 
disajikan, sebagai berikut : 

Tabel	3.  Fokus Analisis 

Fokus	 Definisi	 Indikator	 Anali
sis	

Good 
Financial	
Governance 

Tata kelola 
keuangan 
desa 
merupakan 
pengelolaan 
keuangan 
yang 
dilakukan 
secara 
efektif dan 
efisien 
dimulai dari 
adanya 
perencanaa
n, 
penatausaha
an, 
pelaksanaan
, pelaporan 
dan 
pertanggung
jawaban 

 Planing	
 Administration	
 Implementation	
 Responsibility	
 Reporting	

Mix	
Meth
od	

Partisipasi 
Masyarakat 

Partisipasi 
merupakan 
keikutsertaa
n setiap 
orang atau 
warga yang 
sama dalam 
proses 

Decision	
Making		
Budget	
preparation	
Budget	
execution	

Mix	
Meth
od	

pengambila
n 
keputusan, 
penyusunan 
dan 
pelaksanaan 
anggaran 
baik secara 
langsung 
maupun 
melalui 
lembaga 
perwakilan, 
sesuai 
dengan 
kepentingan 
dan 
aspirasinya 
masing-
masing 

Pemanfaata
n Teknologi 
Informasi 

Perbuatan 
memanfaatk
an 
seperangkat 
alat dan 
jaringan 
yang 
digunakan 
untuk 
membantu 
menghasilka
n, 
memanipula
si, 
menyimpan, 
dan 
menyampai
kan 
informasi. 

Technology	
computer	
 Networking	
 

Mix	
Meth
od	

Sumber. Data olahan, 2023 

II. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	
Hasil	Pengujian	Kuantitatif	

Pengumpulan data diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner yang dilakukan 
secara langsung dan juga melalui 
penggunaan jaringan internet dalam 
bentuk google	 form disebarkan kepada 
masyarakat dan aparatur desa di 
Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kuesioner yang telah diisi oleh 
responden akan kembali dilakukan 
pengechekan untuk melihat kuesioner 
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yang layak diolah dan tidak layak. 
Kuesioner penelitian yang disebarkan 
kepada 197 desa, yang diharapkan akan 
kembali sebanyak 132 desa di 
Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan 
indeks desa. Adapun hasil tingkat 
pengembalian kuesioner penelitian 
yang disebarkan kepada desa di 
Kab.Indragiri Hilir ialah sebanyak 102 
desa yang disajikan sebagai berikut : 

Tabel	4.	 Tingkat pengembalian kuesioner	

No	 Keterangan	
Tersed

ia	
Dihar
apkan	

Dapat	
Diolah	

Tidak	
Diolah	

1	 Maju 19 13 9 4 

2	 Berkemb
ang 76 51 39 12 

3	 Tertingg
al 102 68 54 14 

Total	 197 132 102 30 

Persentas
e	%	

100 67,01 77.27 22.73 

Sumber. Data olahan, 2023 

Atas dasar data penelitian yang telah 
terkumpul, dilakukan pengujian 
validitas data dengan membandingkan 
nilai r hitung dan r table. Hasil 
pengujian validitas berikut : 

Tabel	5. Hasil Uji Validitas 

No	 Variabel	 Item		 R	
Hitung	

R	
tabel	

Keterangan	

1	 Good 
Financial 
Governan
ce (GFG) 

GFG1 0,951 

0,19
5 

Valid 
GFG2 0,960 Valid 
GFG3 0,951 Valid 
GFG4 0,940 Valid 
GFG5 0,944 Valid 
GFG6 0,963 Valid 

GFG7 0,938 Valid 
GFG8 0,946 Valid 
GFG9 0,916 Valid 

GFG10 0,964 Valid 
2	 Partisipa

si 
Masyarak
at (PM) 

PM1 0,964 

0,19
5 

Valid 
PM2 0,968 Valid 
PM3 0,976 Valid 
PM4 0,958 Valid 
PM5 0,964 Valid 
PM6 0,922 Valid 

3	 Pemanfat
an Tek. 
Informasi 

PTI1 0,967 0,19
5 

Valid 
PTI2 0,968 Valid 
PTI3 0,973 Valid 

(PTI) PTI4 0,975 Valid 
PTI5 0,938 Valid 
PTI6 0,954 Valid 

Sumber. Data olahan, 2023 

Berdasarkan tabel 4. diatas terlihat 
bahwa seluruh pernyataan dalam 
kuesioner memiliki nilai r hitung > r 
table sehigga data valid. 

Setelah pengujian validitas, maka 
perlu dilakukan uji reliabilitas sebagai 
berikut : 

Tabel	6.	 Hasil Uji Reliabilitas	

Variabel	
Stdr	
Koef.	
Alpha	

Crom
batch'
s	

Aplha	

Keterangan	

Good	
Financial	
Governance	

0,7 0,987 Reliebel 

Partisipasi 
Masyarakat 0,7 0,982 Reliebel 

Pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

0,7 0,984 Reliebel 

Sumber. Data olahan, 2023 

Berdasarkan table diatas 
menunjukan bahwa seluruh variable 
penelitian memiliki nilai Crombatch's	
Aplha > 0,7, yang bermaka bahwa 
kuesioner penelitian reliable. 

Langkah terpenting yang perlu 
dilakukan ialah pengujian normalitas 
data berikut : 

Tabel	7.	 Normalitas Data	

One‐Sample	Kolmogorov‐Smirnov	Test 
 Unstandardized 

Residual 
N 102 
Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000 
Std. Deviation .87349923 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .105 
Positive .059 
Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.056 
Asymp. Sig. (2-tailed) .214 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber. Data olahan, 2023 

Hasil pengujian normalitas diatas 
sesuai dengan ujji kolmogorv smirnov 
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menunjukan nilai sig 0.214 > 0.005, 
sehingga model dalam penelitian 
memiliki distribusi data normal. 

Langkah terakhir dalam menentukan 
keputusan penelitian secara kuantitatif 
dan analisis kualitatif berdasarkan 
moderating	 regression	 analysis sebagai 
berikut : 

Tabel	8.	 Hasil Pengujian	

Hipote
sis	

Ketera
ngan	

Taraf	 Sig.	 Kesim
pulan	

H1  0,05 0,000 Diterima 

H2 
Pers.1 
Pers.2 
Pers.3 

0,05 
0,05 
0,05 

0,000 
0,000 
0,001 

Diterima 

Sumber. Data olahan, 2023 

Sesuai dengan hasil pengujian diatas 
menunjukan bahwasanya partisipasi 
masyarakat memiliki pengaruh dalam 
mewujudkan desa good	 financial	
governance, serta diperkuat dengan 
pemanfaatan teknologi informasi. 

Partisipasi	 Masyarakat	 Berperan	
Penting	 dalam	 Mewujudkan	 Good	
Financial	Governance	

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa 
nilai Sig.(0.000) < (0.05). Ini 
menunjukkan bahwa H1 diterima. 
Sehingga hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa partisipasi 
masyarakat berpengaruh terhadap 
mewujudkan desa good	 financial	
governance. 

Partisipasi menggambarkan 
keikutsertaan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan, penyusunan 
serta pelaksanaan anggaran  
(Chomariyah et al., 2016). Partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan dana 
desa, baik secara langsung maupun 
melalui lembaga perwakilan yang sah 
menjadi kunci utama sebagai prinsip 
good	 governance dalam pengelolaan 
dana desa. Partisipasi yang diterapkan 
akan bernilai positif dimana 
pemerintah lebih mudah dalam 

mengelola anggaran desa dan 
masyarakatpun mengetahui proses 
anggaran dan keterlibatannya (Tumbel 
Mentari, 2014). Sehingga partisipasi 
masyarakat memiliki relevansi sebagai 
gagasan dalam praktek, implementasi 
dan pemanfaatan pengelolaan dana 
desa (Cahyono et al., 2020). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh (Wafirotin & Septiviastuti, 2019); 
(Dianingrum, 2018), (Safrizal et al., 
2022), yang menunjukan partisipasi 
masyarakat berpengaruh dalam 
mewujudkan desa good	 financial	
governance.  

Pemanfaatan	 Teknologi	 Informasi	
Sebagai	 Pemoderasi	 Peran	
Partisipasi	 Masyarakat	 Berperan	
dalam	 Mewujudkan	 Good	 Financial	
Governance	

Berdasarkan hasil pengujian diatas 
bahwa nilai signifikansi persamaan 1,2, 
dan 3 adalah 0,000, 0,00, dan 0,001 < 
0.05. Ini menunjukkan bahwa H2 
diterima. Sehingga hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa partisipasi 
masyarakat berpengaruh dalam 
mewujudkan desa good	 financial	
governace dimoderasi pemanfaatan 
teknologi informasi atas dana desa. 

Diterimanya hipotesis ini 
menunjukan bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi memiliki 
kemampuan sebagai pendukung 
peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan dana desa. Hal ini 
terbukti secara kualitatif dengan 
adanya ruang interaksi yang luas antara 
masyarakat dengan pemerintah desa di 
Kabupaten Indnragiri hilir, dengan 
hilangnya batasan-batasan interaksi 
yang ada sebelumnya yang terbangun 
secara konvensional. Kehadiran 
teknologi informasi tentunya akan 
membantu atas pemberdayaan 
masyarakat dalam pengelolaan dana 
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desa, dengan tujuan peningkatan 
potensi desa, pemasaran dan 
percepatan akses dan pelayanan 
informasi (Riyadi & Kurnadi, 2020). 
Adanya pemanfaatan teknologi 
informasi yang berkembang melalui 
jaringan internet, pemanfaatan media 
sosial sebagai ladang informasi 
memperkenalkan desa, selain itu 
keaktifan masyarakat dalam 
menggunakan teknologi akan membuka 
ruang interaksi masyarakat dengan 
pemerintah desa mengalamai 
perubahan yang positif. Tidak hanya itu 
teknologi informasi juga berperan 
dalam penyebaran informasi bagi desa. 
Sehingga pemanfaatan teknologi 
informasi mampu meningkatkan 
partisipasi masyarakat sebagai wujud 
dari good	 financial	 governance	 bagi 
desa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan  
(Nurhadianto et al., 2006), (Sugiarti & 
Yudianto, 2017) yang menunjukan 
bahwa pemanfaatan teknologi 
informasi memiliki pengaruh signifikan 
bagi desa untuk memperkuat 
partisipasi masyarakat dalam 
mewujudkan desa good	 financial	
governance. 

Hasil	Pengujian	Kualitatif	
Analisis secara kualitatif pada 

penelitian terkait partisipasi 
masyarakat dalam mewujudkan desa 
dengan good	 financial	 governance, 
khususnya dalam pengelolaan dana 
desa. Sampel yang digunakan dalam 
pengujian kualitatif ini menggunakan 
metode snow ball, Metode pengambilan 
sampel dilakukan dengan Snow Ball, 
dimana sampel diperoleh dengan cara 
mengulang dari satu responden untuk 
mendapatkan responden berikutnya, 
sampai tujuan penelitian tercapai. Pada 
penelitian ini karakteriktik responden 
yang dijadikan subjek penelitian ialah, 
masyarakat desa yang berdomisili 

minimal 5 tahun, memiliki pengetahuan 
terkait pengelolaa keuangan desa, dan 
berpendidikan minimal 
SLTA/sederajat. Disamping itu, untuk 
aparatur desa minimal memiliki masa 
kerja 2 tahun dengan posisi terkait 
pengelolaan keuangan di desa, baik 
desa tertinggal, berkembang, maupun 
maju. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
wawancara yang dilakukan kepada 
responden, penelitian yang melibatkan 
masyarakat serta aparatur desa yang 
memiliki kewenangan terkait 
pengelolaan keuangan desa, 
bahwasanya pada desa di Kab.Indragiri 
Hilir terkait pengelolaan keuangan 
dalam mewujudkan desa good	 financial	
governance, telah menerapkan prinsip 
partisipatif sejak perencanaan, hingga 
pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya keterlibatan warga desa dalam 
proses pengelolaan keuangan, seperti 
dilibatkan dalam musrembang desa 
terkait rencana kerja tahunan desa, 
adanya pengaduan masyarakat terkait 
pengelolaan keuangan desa. Disamping 
itu, adanya control	 system yang 
dilakukan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
perpanjangan tangan masyarakat dalam 
menyalurkan aspirasinya. 

Terkait penggunaan teknologi 
informasi bagi desa dalam mewujudkan 
desa good	 financial	governance, terlihat 
adanya informasi terbuka oleh desa 
melalui media sosial/website desa 
terkait pengelolaan desa, hal ini 
memberikan ruang bagi masyarakat 
dalam menyampikan aspiranya. 
Teknologi informasi juga diterapkan 
bagi desa sendiri baik dalam proses 
administrasi maupun dalam proses 
pelaporan keuangan yang tersitem 
dalam siskuedes (sistem keuangan 
desa). 
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KESIMPULAN	

Berdasarkan hasil bahasan dan 
rumusan penelitian yang telah 
dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwasanya partisipasi 
masyarakat berpengaruh dalam 
mewujudkan desa dengan good	
financial	 governance, tidak hanya itu, 
partisipasi masyarakat akan semakin 
meningkat dengan adanya dorongan 
penggunaan teknologi informasi atas 
penyelenggaraan pengelolaan keuangan 
baik dalam perencanaan, 
penatausahaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan hingga pertanggungjawaban. 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Pelaksanaan penelitian ini tidak 
terlepas dari kontribusi pihak-pihak 
terkait, yakni pemerintah desa, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
serta institusi yang telah memberikan 
sumbangsih bagi peneliti, sehingga 
tercapainya tujuan dari peneltian ini. 
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